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BUPATI BANYUWANGI  

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  

NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017  

TENTANG PERANGKAT DESA 

   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang : a. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa 

dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, salah satunya ditentukan oleh 

kompetensi dan kualitas perangkat desanya; 

b. bahwa perangkat desa yang kompeten dan berkualitas akan 

mampu menangkap, mengakomodir dan menampung aspirasi 

dan dinamika yang terjadi ditengah-tengah masyarakat desa, 

sehingga nantinya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Desa tepat sasaran dan tepat guna;  

c. bahwa guna terciptanya kepastian hukum dalam rangka 

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta guna 

melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhantian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 67 Tahun 2017, diperlukan materi muatan Peraturan 

Daerah yang secara komprehensif mengatur mengenai 

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, b dan c perlu mengubah Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Perangkat Desa dengan menetapkannya dalam Peraturan 

Daerah. 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
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6. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturtan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pemebentukan peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 186); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1223); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 03). 

 

                                Dengan Persetujuan Bersama 

                                DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

                                    KABUPATEN BANYUWANGI 

                                   Dan 

                                     BUPATI BANYUWANGI 

 

                                      MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG 

PERANGKAT DESA. 

 

                                          Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 

03) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah dan setelah angka 13 ditambah 5 

angka yakni angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 18 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. 

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah. 

8. Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas 

membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur 

pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 

9. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
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10. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang 

meliputi proses penjaringan, penyaringan, konsultasi, dan 

penetapan menjadi Perangkat Desa. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 

APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

12. Hari adalah hari kerja. 

13. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

14. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris 

daerah. 

15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan 

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 

16. Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya 

berdasarkan bukti permulaan patutu diduga sebagai pelaku tindak 

pidana. 

17. Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan 

diadili di pengadilan. 

18. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

2. Pasal 6 dihapus. 

 

3. Pasal 7 dihapus. 

 

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 

10 berbunyi sebagai berikut: 

 

              Pasal 10 

(1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah 

memenuhi persyaratan umum dan khusus. 

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang 

sederajat; 
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b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh 

dua) tahun; 

c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 

(3) Persyaratan khusus sebgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dengan 

baik minimal program Microsoft word (MS) dan Microsoft Excel 

yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pernyataan di atas 

materai cukup; 

b. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai 

negeri, TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai 

BUMN/BUMD/BUM Desa; 

c. dihapus; 

d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) 

tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan 

mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa 

yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku 

kejahatan berulang-ulang; 

e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

f. tidak terkait dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta 

lainnya dengan waktu kerja yang sama; 

g. dihapus; 

h. bagi calon perangkat desa yang berasal dari BPD harus nonaktif 

dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan/pengangkatan 

Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan 

bermaterai cukup. 

(4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c adalah: 

a. Kartu Tanda Penduduk; 

b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; 
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c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh 

yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; 

d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang 

dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari 

pejabat yang berwenang; 

e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; 

f. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat 

kesehatan yang berwenang; dan 

g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh 

yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. 

 

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

                         Pasal 13 

(1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah 

berkonsultasi dengan camat. 

(2) Perangkat desa berhenti karena: 

a. meninggal dunia; 

b. atas permintaan sendiri; dan/atau 

c. diberhentikan. 

(3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud  pada 

ayat (2) huruf c karena: 

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 

b. dinyatakan sebagai tepidana yang diancam dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

c. berhalangan tetap; 

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; 

dan 

e. melanggar larangan sebagai perangkat desa. 

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan 

kepala desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 

(empat belas) hari setelah ditetapkan. 
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(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud  pada ayat 

(2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat. 

(6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti 

camat dengan menerbitkan rekomendaasi tertulis. 

(7) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa. 

 

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

             Pasal 14 

(1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah 

berkonsultasi dengan Camat. 

(2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) karena: 

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, 

terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan 

negara; 

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register 

perkara di pengadilan; 

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan 

d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau 

tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada 

jabatan semula. 

 

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

                 Pasal 16 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas 

perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas 

yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain ynag tersedia. 

(2)  Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya 

disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) 

hari terhitung sejak tanggal surat penugasan. 
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(3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 

(dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti. 

(4) Pengisian Jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat dilakukan dengan cara: 

a. Mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah 

desa; dan 

b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. 

(5) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dikonsultasikan dengan camat 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

Ditetapkan di Banyuwangi  

Pada tanggal 5 Agustus 2022 

BUPATI BANYUWANGI 

ttd 

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS 

 

 

   

 

 

 

   

 
 

 
 

  
 

 

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal  5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

H. MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN  2022  NOMOR  4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

AKHMAD SAEHO.SE
Pembinta Tingkat I

NIP. 196802021996021002
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PENJELASAN 

 ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017  

TENTANG PERANGKAT DESA 

 

I. UMUM 

Sebagai sub sistem dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

desa mempunyai peranan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Keberhasilan desa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan salah satunya 

ditentukan oleh kompetensi dan kualitas perangkat desanya. Adapun guna 

mewujudkan perangkat desa yang berkompeten dan berkualitas diperlukan suatu 

instrument yang berkepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian 

perangkat desa. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

 Angka 2 

  Pasal 6 

Cukup Jelas 

Angka 3 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Angka 4 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Angka 5 

Pasal 13 

Cukup Jelas 

 

 

                                    1 
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Angka 6 

Pasal 14 

Cukup Jelas 

Angka 7 

Pasal 16 

Cukup Jelas 

Pasal II 

Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 4 

 

2 
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